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Puji dan syukur kami ucapkan
kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan karunia Nya kepada kita
semua, sehingga Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A dapat menyelesaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2020.

Dengan telah berakhirnya Tahun
2020 dan berdasarkan surat Sekretaris

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 1931A/SEK/OT.01.02/11/2020
tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP , maka
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selaku unit kerja di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia diwajibkan untuk membuat Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Penyusunan LKjIP Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas 1A mengacu pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selama Tahun 2020
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah melaksanakan berbagai
program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2020-2024.

Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih
banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami menerima
kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi
peningkatan kualitas, kinerja dan demi terciptanya layanan publik yang
prima di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di tahun berikutnya.
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Kami juga berharap, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A ini dapat bermanfaat
dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di
Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bandung, Kota Cimahi

dan Kabupaten Bandung Barat.

Bandung, 29 Januari 2021
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
KELAS 1A

—
Hj. TENRI MUSLINDA,S.H..M.H.
NIP. - 196810181992122001
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A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
adalah salah satu rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan
setiap tahun dan merupakan salah

satu bentuk manifestasi dari

evaluasi semua rangkaian yang
telah dilakukan selama satu tahun
anggaran.

Semua kinerja harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program
yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan
pijakan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya. Selain
itu, laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk
menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah
yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa
“‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusr’.
Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman,
telah membawa perubahan penting yang kemudian menjadi dasar lahirnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun
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2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai
organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana
dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam
undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-
masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang
disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut
lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai Lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan
Mahkamah Agung dan menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Bale
Bandung untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh
masyarakat melalui sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban
tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja
dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Bale Bandung Kelas 1A dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3
menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi
Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas
Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sedangkan untuk menciptakan
good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum,
transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,
pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Prinsip
akuntabilitas kemudian ditegaskan lagi dalam visi, misi, dan program untuk
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membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera melalui program
peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan
perbaikan kinerja aparatur Negara/ pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap
tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.02/11/2020 tanggal 27 November 2020 dan
sesuai Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari
Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang berdasarkan

Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A merupakan lingkungan

peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi
Jawa Barat yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung,
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara

yang masuk di tingkat pertama.

2. FUNGSI
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A antara

lain:
1)  Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
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2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis judisial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian,
dan pembangunan.

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Wakil Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta.

5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

6) Fungsi Lainnya;

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Rl Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
144/KMA/SK/VIII2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.

- 1
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C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perma No 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi di
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sebagai berikut:

uuuuuuuuuuuu

Gambar 1. Struktur Organisasi

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas 1A selama Tahun 2020 sebagai acuan untuk
perbaikan kinerja di masa mendatang. LK|lIP ini disusun dengan sistematika
berdasarkan PERMENPAN Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab| PENDAHULUAN
Menguraikan gambaran secara garis besar kondisi obyektif pada
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A secara geografis dan
historis dengan penjabaran sebagai berikut:
a. Latar belakang
b. Tugas Pokok dan fungsi
c. Struktur Organisasi

d. Sistematika Penyajian

LKJiP Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun
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Bab I

Bab IlI

Bab IV

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menguraikan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas 1A serta program dan sasaran strategis
pencapaian pada Tahun 2021 dan rencana kinerja yang akan
dicapai di tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

. Kondisi Umum

. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

. Tujuan dan Sasaran Strategis

a

b

c

d. Indikator Kinerja Utama
e. Penetapan Kinerja Tahun 2021
f. Program dan Kegiatan

g

. Rencana Strategis

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan beberapa analisa dan evaluasi kinerja dalam program

dan pengelolaan anggaran serta dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi lembaga peradilan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Kelas 1A dalam mencapai Misi Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Uraian analisa dan evaluasi terdiri dari:

a. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi
kinerja);

b. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran
organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil
pengukuran kinerja);

c. Akuntabilitas Keuangan.

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan seluruh sajian LK|jIP dan sasaran serta
rekomendasi guna mencapai kinerja di Tahun 2020.

a. Kesimpulan

b. Saran saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan
membawa perubahan yang mendasar
bagi peran Pengadilan Negeri Bale
Bandung dalam menjalankan tugas dan
fungsi pokoknya, di bidang administrasi,

organisasi, perencanaan dan keuangan.

Pengadilan Negeri Bale Bandung
merupakan lingkungan

Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bale
Bandung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelenggarakan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam
program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana
Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan
oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan
Negeri Bale Bandung baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai
variabel strategis.

Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
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Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Negeri Bale Bandung
sebanyak 60 (enam puluh) orang dan Pegawai honorer sebanyak 11
(empat belas) orang yang terdiri dari:

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Tenaga Honorer : 11 Orang
Golongan | . 2 0Orang
Golongan |l : 5 O0rang
Golongan Il : 48 Orang
Golongan IV : 26 Orang
b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis
Ketua, Wakil dan Hakim : 21 Orang
Panitera : 1 Orang
Panitera Muda . 3 Orang
Panitera Pengganti : 26 Orang
Jurusita/ Jurusita Pengganti : 14 Orang
c. Jumlah Pejabat Struktural
Sekretaris : 1 Orang
Kasubag PTIP : 1 Orang
Kasubag Umum dan Keuangan : 1 Orang
Kasubag Kepegawaian : 1 Orang
Staf : 12 Orang
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B. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
KELAS 1A
1. VISI
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta
"@ > menjawab tantangan lingkungan strategis yang
i J dihadapi, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas
. 1A mempunyai visi yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG .

Penjelasan:

1)

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A menunjukkan lembaga
peradilan di lingungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bandung.

Kata “Agung® menunjukkan suatu keadaan atau sifat
kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran, serta martabat dan

wibawa.

Visi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A merupakan kondisi

yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan

Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam melaksanakan aktivitas.

2. Misl
5N Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Bale
|SS " N Bandung Kelas 1A yang telah ditetapkan
M_ _I© tersebut, maka ditetapkan beberapa misi
' ' Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
untuk mewujudkan visi tersebut antara lain:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.
2.  Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan.
LKJiP Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun
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3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah
bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang
mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strateqgi
yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.
Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang
bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. TUJUAN

Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai
visi dan misi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Tujuan yang
hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding
Setiap pencari keadilan dapat mengakses informasi lembaga
peradilan
Indikator: Persentase proses penyelesaian perkara yang
dipublikasikan.
Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
berkompeten memenuhi butir 1 dan butir 2 di atas
Indikator: a. Persentase Perkara Perdata yang berkekuatan
hukum tetap dan telah dieksekusi
b. Persentase putusan (yang menarik perhatian
masyarakat) yang berkekuatan hukum tetap
c. Persentase pengunjung website yang puas dengan
informasi peradilan yang tersedia

LKJiP Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun
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2. SASARAN

Penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dari
tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025, sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah berjalan selama

5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Sebelum Revisi IKU tanggal 24 Oktober 2017

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces
to justice).

5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Peningkatan kualitas pengawasan.

Setelah Revisi IKU tanggal 27 Januari 2021

1. Terwujudnya proses peradilan pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri
Bale Bandung Kelas 1A telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada
awal Tahun 2020 yang telah di-reviu sesuai dengan Surat Sekretaris
Mahkamah Agung No. 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A Nomor W11.U6/527/KP.01.04/1/2021 tentang Penetapan Reviu
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Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dapat

dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama

Sasaran

Terwujudnya proses  a.
peradilan pasti,
transparan dan

akuntabel b.

Peningkatan efektifitas a.

pengelolaan perkara

Indikator Kinerja Utama

Persentase sisa perkara yang diselesaikan
e Pidana

e Perdata

Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu:

e Pidana

e Perdata

Persentase penurunan sisa perkara

e Pidana

e Perdata

Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum

e Pidana

e Perdata

Indeks responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan pengadilan
Persentase isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi

Persentase perkara yang diajukan banding,
kasasi dan PK secara lengkap dan tepat
waktu

Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses
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secara online dalam waktu 1 hari setelah

putus.

Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo yang

peradilan bagi diselesaikan
masyarakat miskin b. Persentase perkara yang diselesaikan di
dan terpinggirkan luar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Hukum (POSBAKUM)
Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata yang
kepatuhan terhadap ditindaklanjuti (dieksekusi)

putusan pengadilan

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja adalah komitmen suatu instansi pemerintah yang
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah dalam satu tahun dengan tolak ukur tertentu. Fungsi dari
penetapan kinerja ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi serta kinerja suatu lembaga peradilan khususnya Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas 1A, sehingga dapat dipergunakan sebagai

bahan evaluasi kinerja pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2020 Sebelum di-Reviu

Sasaran Indikator Kinerja Utama
Penyelesaian a. Persentase mediasi yang 60
Perkara diselesaikan.

LKJiP Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun
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b. Persentase mediasi yang 2
diselesaikan menjadi akta
perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang 100
diselesaikan 100
e Pidana
e Perdata
d. Persentase perkara yang 100
diselesaikan 100
e Pidana
e Perdata
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka 100
waktu maksimal 5 bulan 100
e Pidana
e Perdata
Efektifitas a. Persentase berkas yang
pengelolaan diajukan banding dan kasasi 100
perkara yang disampaikan secara 100
lengkap
e Pidana
e Perdata

b. Persentase berkas yang

diregister dan siap 100
didistribusikan ke majelis 100
e Pidana
e Perdata

c. Persentase penyampaian 100

pemberitahuan relaas putusan

LKJiP Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun
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Kepatuhan
terhadap putusan

pengadilan

Aksepbilitas

putusan hakim

Aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces

to justice)

Meningkatnya
kualitas pengawas

tepat waktu, tempat dan para
pihak

d. Persentase penyitaan tepat 100
waktu dan tempat

a. Persentase permohonan 100
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang
ditindaklanjuti.

b. Persentase pelaksanaan 100
kegiataan hakim pengawas dan
pengamat atas putusan perkara
pidana yang BHT vyang
ditindaklanjuti

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum 95
e Pidana 95
e Perdata

a. Persentase perkara prodeo 100

yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat 100
diselesaikan dengan cara zitting
plaat/sidang keliling

c. Persentase amar putusan 90
perkara yang dapat diakses 90

secara online

e Pidana
e Perdata
a. Persentase pengaduan 100

masyarakat yang ditindaklanjuti
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b. Persentase temuan hasil 100
pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

Melalui Surat  Sekretaris Mahkamah Agung No.
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dilakukan reviu
Indikator Kinerja Utama sehingga kemudian dilakukan reviu Penetapan
Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung W11.U6/
527/KP.01.04/1/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2020 Setelah di Reviu

Sasaran Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang
proses peradilan diselesaikan
pasti, transparan e Pidana 100
dan akuntabel e Perdata 100

b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu:

e Pidana 100

e Perdata 80
c. Persentase penurunan sisa

perkara 1

e Pidana 1

e Perdata

d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
e Pidana 90
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e Perdata 80
e. Persentase Perkara pidana

anak yang diselesaikan dengan 5

diversi.

f. Indeks responden pencari

keadilan yang puas terhadap 80
layanan pengadilan
Peningkatan a. Persentase isi putusan yang
efektifitas diterima oleh para pihak tepat
pengelolaan waktu
perkara e Pidana 100
e Perdata
95
b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi 10
c. Persentase perkara pidana yang
diajukan secara lengkap dan
tepat waktu
e Banding 100
o Kasasi 100
e Peninjauan Kembali 100
d. Persentase perkara perdata yang
diajukan secara lengkap dan
tepat waktu
e Banding 100
o Kasasi 100
e Peninjauan Kembali 100

e. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses 100
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secara online dalam waktu 1 hari

setelah putus.

Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo yang 5
akses peradilan diselesaikan

bagi masyarakat b. Persentase perkara yang
miskin dan diselesaikan di luar gedung 0

terpinggirkan pengadilan
c. Persentase pencari keadilan

golongan  tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan 100
Hukum (POSBAKUM)

Meningkatnya Persentase putusan perkara

kepatuhan perdata yang ditindaklanjuti 30

terhadap putusan (dieksekusi)

pengadilan

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan acuan untuk
mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, untuk
rincian program dan kegiatan pokok berikut disampaikan secara terperinci

yaitu:

- PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN
UMUM

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata
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2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata
Penelitian berkas perkara banding, kasasi, dan PK disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat
waktu

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan

perkara

- PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH
AGUNG

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan
melaksanakan pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan
pelaksanaan dan partisipasi diklat, seminar, sosialisasi, mentoring,
studi komparasi, rapat, dan audiensi

. Bimbingan mental pegawai melalui kegiatan keagamaan
. Tindak lanjut pengaduan masyarakat

. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

a b WODN

. Pengawasan bidang yang dilakukan secara rutin

- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan
sarana dan prasarana agar dapat menunjang kinerja dan etos kerja
aparatur peradilan. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana

dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
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G. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun
2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang
sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik perubahan
dari sisi internal

maupun eksternal. Rencana Strategis ini merupakan

upaya untuk memetakan permasalahan, kelemahan, dan peluang
tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang dihasilkan serta
outcome yang diperoleh.

Setiap tahun Rencana Strategis yang telah disusun di-reviu kembali
agar dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan
pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Melalui
Rencana Strategis ini juga diharapkan setia unit kerja di Pengadilan Negeri
Bale Bandung Kelas 1A memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah menetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor
W11.U6/531/0T.01.2/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Penetapan
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri

Bale Bandung Kelas 1A, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

. Sasaran Indikator Kinerja Target
No Tujuan .
Strategis Utama 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 Terwujudnya Terwujudnya a. Persentase sisa
kepercayaan proses perkara yang
masyarakat peradilan diselesaikan
terhadap yang pasti, pidana 100% 100% 100% 100% 100%
sistem transparan perdata 100% 100% 100% 100% 100%
peradilan dan akuntabel | b. Persentase
melalui proses perkara yang
peradilan yang diselesaikan tepat waktu
pasti, pidana 100% 100% 100% 100% 100%
transparan dan perdata 80% 80% 80% 80% 80s%
akuntabel. c. Persentase
penurunan sisa perkara
. 1
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- pidana
- perdata

1%
1%

2%
2%

3%
3%

4%
4%

5%
5%

d. Persentase
perkara yang tidak
mengajukan upaya
hukum:

- pidana

- perdata

90%
80%

91%
81%

92%
82%

93%
83%

94%
84%

e. Persentase
Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan
dengan diversi

5%

6%

7% 8%

9%

f. Indeks responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
peradilan

80%

82%

84% 86%

88%

Terwujudnya
penyederhana
an proses
penanganan
perkara
melalui
pemanfaatan
Tekhnologi

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a. Persentase
penyelesaian minutasi
perkara sesuai dengan
jangka waktu yang
ditentukan

- pidana

- perdata

100%
95%

100%
96%

100%
97%

100%
98%

100%
99%

b. Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi

10%

11%

12% 13%

14%

c. Persentase perkara
Pidana yang diajukan
secara lengkap dan
tepat waktu

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan

Kembali

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

d. Persentase perkara
Perdata yang diajukan
secara lengkap dan
tepat waktu

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan

Kembali

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

e. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
putus.

100%

100%

100% | 100%

100%

Terwujudnya
pelayanan
akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

a. Persentase
perkara prodeo yang
diselesaikan

0%

0%

0% 0%

0%

b.  Persentase
perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan

0%

0%

0% 0%

0%

c. Persentase
pencari keadilan
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golongan tertentu yang
mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(POSBAKUM) 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Meningkatnya | Persentase Putusan 30% 32% 34% 36% 38%
pelayanan kepatuhan Perkara Perdata yang
terhadap Ditindaklanjuti
putusan (dieksekusi)
pengadilan
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e Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran
g
Prowider

PUBLIC SERVICE organisasi yang tertuang dalam perumusan
ACCOUNTAIILITY)

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/ program kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

perencanaan strategis suatu organisasi.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran
kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan
alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,

sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

tidak. Tabel berikut merupakan rincian capaian kinerja Pengadilan Negeri
Bale Bandung Tahun 2020:

Tabel 5.Capaian Kinerja Tahun 2020
Target Realisasi Capaian

SECETE] Indikator Kinerja Utama (%) ) )
Terwujudnya a. Persentase sisa
proses peradilan perkara yang
pasti, transparan diselesaikan
dan akuntabel e Pidana 100 100 100
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Perdata 100 100 100
. Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu:
Pidana 100 99,75 99,75
Perdata 80 68,26 85,32
Persentase
penurunan sisa
perkara
Pidana 1 0 0
Perdata 1 -1,29 -129
d. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum
Pidana 90 97,38 108.2
Perdata 80 81,25 101,56
. Persentase perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan 5 0 0
diversi.
Indeks responden
pencari keadilan
yang puas terhadap 80 88,94 111,17
layanan Peradilan
Peningkatan Persentase isi
efektifitas putusan yang diterima
pengelolaan oleh para pihak tepat
perkara waktu
e Pidana 100 100 100
e Perdata 95 100 105,26
. Persentase perkara
yang diselesaikan 10 7 70
melalui mediasi
Persentase  perkara
Pidana yang diajukan
secara lengkap dan
tepat waktu
e Banding 100 91,66 91,66
o Kasasi 100 70 70
e Peninjauan 100 0 0
Kembali
Persentase perkara
Perdata yang diajukan
secara lengkap dan
tepat waktu
e Banding 100 94,11 94,11
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Meningkatnya

akses peradilan
bagi masyarakat

miskin
terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

e Kasasi
e Peninjauan
Kembali

e. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah

putus.

a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

b. Persentase perkara
yang diselesaikan di

luar gedung
pengadilan

c. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(POSBAKUM)

Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

100
100

100

100

30

33,33
40

100

100

25,64

33,33
40

100

100

100

100

85,46

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun

2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama, untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

telah ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian

transparan dan akuntabel pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
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Target Realisa

SECETE] Indikator Kinerja Utama (%) si (%)
(" | Terwujudnya a. Persentase sisa perkara
proses peradilan yang diselesaikan
pasti, transparan e Pidana 100 100 100
dan akuntabel e Perdata 100 100 100

b. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu:
e Pidana 100 99,75 100
e Perdata 100 68,26 98,27
c. Persentase penurunan

sisa perkara
e Pidana 1 0 0
e Perdata 1 -1,29 -129
d. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum
e Pidana 90 97,38 108.2
e Perdata 80 81,25 101,56

e. Persentase perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan 5 0 0
diversi.
f. Indeks responden pencari
keadilan yang puas

terhadap layanan 80 88,94 111,17
Peradilan

1.A. PRESENTASE SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG
DISELESAIKAN

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata dan

pidana yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara

yang diselesaikan.
Tabel 6 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2020

Jenis Perkara Sisa Perkara Masuk Putus 2020 Sisa Minutasi
2019 2020 2020 2020
Pidana Biasa 155 890 893 150 895
Pidana Singkat - - - - -
Pidana Anak 1 25 24 2 24
Pidana Cepat/ - 64/-/62.437 | 64/-/62.437 - 64/-
Ringan/Lalu Lintas 162.437
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Pra Peradilan 1 8 9 - 9

Jumlah 157 63.424 63.427 152 63.429

Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan pada Tahun 2020
ditargetkan adalah 100% dari jumlah perkara sisa perkara yang harus
diselesaikan sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) perkara. Dari seluruh
perkara pidana yang harus diselesaikan pada Tahun 2020 sebanyak 63.581
perkara (sisa perkara tahun 2019 ditambah perkara masuk Tahun 2020),
jumlah perkara yang telah diselesaikan pada Tahun 2020 sebanyak 63.427
(sudah termasuk sisa perkara tahun 2019), maka persentase realisasi

penyelesaian sisa perkara pidana Tahun 2020 adalah 100 %.

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020

Perkara Gugatan 89 294 46 210 127 256
Perkara Gugatan 0 34 6 23 5 29
Sederhana

Perlawanan/Bantahan 1 7 0 5 3 5
Perkara Permohonan 17 335 31 302 19 333
Konsinyasi 3 14 1 2 14 3
Jumlah 110 684 84 542 168 626

Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan pada Tahun 2020
ditargetkan adalah 100% dari jumlah perkara sisa perkara yang harus
diselesaikan sebanyak 110 (serratus sepuluh) perkara. Dari seluruh perkara
perdata yang harus diselesaikan pada Tahun 2020 sebanyak 794 perkara
(sisa perkara tahun 2019 ditambah perkara masuk Tahun 2020), jumlah
perkara yang telah diselesaikan pada Tahun 2020 sebanyak 542 (sudah

termasuk sisa perkara tahun 2019), maka persentase realisasi
penyelesaian sisa perkara perdata Tahun 2020 adalah 100 %.
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1.B. PRESENTASE PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara perdata dan
pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara perkara
yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu
pada Tahun 2020 ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang ada yaitu
jumlah perkara pidana yang diterima tahun 2019 ditambah sisa perkara
Tahun 2020 yaitu sebanyak 63.581 perkara. Dari target 100% tersebut
perkara yang dapat diselesaikan pada Tahun 2020 sebanyak 63.427
perkara dari 63.581 perkara. Maka persentase realisasi penyelesaian
perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 99,75%.

Sedangkan untuk perkara perdata, dari jumlah perkara yang ada yaitu
jumlah perkara perdata yang diterima tahun 2019 ditambah sisa perkara
Tahun 2020 yaitu sebanyak 794 perkara. Dari target 100% tersebut perkara
yang dapat diselesaikan pada Tahun 2020 sebanyak 542 perkara dari 794
perkara yang masuk pada Tahun 2020. Maka persentase realisasi
penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah
sebesar 68,26%.

1.C. PRESENTASE PENURUNAN SISA PERKARA PIDANA DAN
PERDATA

Ukuran capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara
adalah perbandingan antara selisih sisa perkara tahun sebelumnya dengan
sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun
sebelumnya.

Persentase penurunan sisa perkara pidana pada Tahun 2020 yang
ditargetkan 1%, dari perbandingan sisa perkara pidana Tahun 2019
sebesar 157 perkara dengan sisa perkara pidana Tahun 2020 sebesar 157
dapat tercapai 0% yang berarti terjadi kesamaan sisa perkara pidana yang

tidak terselesaikan pada Tahun 2020.
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Persentase penurunan sisa perkara perdata pada Tahun 2020 yang
ditargetkan 1% dari perbandingan sisa perkara perdata Tahun 2019
sebesar 155 perkara dengan sisa perkara pidana Tahun 2020 sebesar 157
dapat tercapai -1,29% yang berarti terjadi peningkatan sisa perkara yang

tidak terselesaikan pada Tahun 2020.

1.D. PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Tahun 2020 adalah sebesar
97,38% merupakan hasil perbandingan antara jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum diminutasi sebanyak 63.429 perkara dengan
jumlah putusan sebanyak 63.427 perkara.

Sementara untuk perkara perdata yang tidak mengajukan upaya
hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Tahun 2020 adalah
sebesar 81,25% merupakan hasil perbandingan antara jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum diminutasi sebanyak 626 perkara

dengan jumlah putusan sebanyak 542 perkara.

1.E. PRESENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN
DENGAN DIVERSI

Persentase dari jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan diversi adalah perbandingan dari jumlah perkara pidana anak yang
diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak yang
masuk. Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
terhadap perkara pidana anak yang masuk pada Tahun 2020 berjumlah 2
perkara, yang berhasil diselesaikan dengan cara diversi berjumlah 0
perkara sedangkan jumlah perkara pidana anak yang tersisa pada Tahun
2020 berjumlah O perkara, maka persentase keseluruhan perkara yang

dapat diselesaikan dengan cara diversi berjumlah 0%.
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1.F. INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS
TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A memiliki mekanisme
evaluasi resi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang
mekanismenya dilakukan oleh Kepaniteraan Hukum berupa kuesioner
khususnya kepada aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan
Pengacara) dan masyarakat yang mengikuti proses persidangan. Dari hasil
kuesioner tersebut diketahui bahwa indeks kepuasan pencari keadilan di
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah 88,94% dan target yang
ditetapkan adalah 80%.

2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)

No Sasaran Indikator Kinerja Utama

Peningkatan a. Persentase isi putusan yang

efektifitas diterima oleh para pihak tepat
pengelolaan waktu
perkara e Pidana 100 100 100
« Perdata 95 100 105,26
b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi 10 7 70

c. Persentase perkara Pidana
yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

¢ Banding 100 91,66 91,66
e Kasasi 100 70 70
¢ Peninjauan Kembali 100 0 0

d. Persentase perkara Perdata
yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

e Banding 100 94,11 94,11
e Kasasi 100 33,33 33,33
e Peninjauan Kembali 100 40 40
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e. Persentase putusan perkara
yang menarik  perhatian
masyarakat  yang dapat
diakses secara online dalam 100 100 100
waktu 1 hari setelah putus.

2.A. PRESENTASE ISI PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA
PIHAK TEPAT WAKTU

Berdasarkan data Tahun 2020, perkara yang putus untuk perkara
perdata berjumlah 542 perkara dan sudah diberitahukan kepada para pihak
sebanyak 542 Perkara (100%). Untuk perkara pidana dari 63.427 perkara
yang putus, sudah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 63.427
perkara (100%), sehingga pencapaian perkara pidana adalah 100% dari
100% target yang ditetapkan, sedangkan pencapaian perkara perdata
adalah 100% dari 100% yang ditetapkan.

2.B. PRESENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI
MEDIASI

Tabel Perkara Gutanan Mediasi Tahun 2020

Mediasi yang diproses

Jumlah
Perkara Berhasil

Jenis

Masuk Akta  Berhasil Berhasil dengan Berhasil dilaksanakan
2020 Damai Sebagian penetapan/pencabutan

Perkara

Gugatan 287 11 0 1 144 0

Bahwa semua berkas yang diterima oleh bagian Kepaniteraan
Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A khususnya perkara
Perdata Gugatan dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan harus melalui tahap mediasi. Jumlah
persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah berbanding
dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Adapun realisasi perkara
yang diselesaikan dengan mediasi adalah 11 perkara berhasil dari 287

perkara gugatan yang diproses yang terdiri dari 11 perkara dengan akta
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perdamaian, O perkara berhasil sebagian, dan 1 perkara berhasil dengan

penetapan sehingga capaian perkara yang dapat diselesaikan melalui

MEDIASI ADALAH 100%.

2.C. PRESENTASE PERKARA YANG YANG DIAJUKAN BANDING,

KASASI DAN PK SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU

Bahwa semua berkas yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A untuk perkara Banding, KASASI dan PK selalu

diusahakan untuk disampaikan secara lengkap. Berdasarkan data Tahun

2020 berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding, Kasasi dan

PK secara lengkap dan tepat adalah sebagai berikut:

Tabel Perkara Upaya Hukum Banding

Jenis Perkara | Permohonan Pengiriman Persentase
Banding Berkas Banding

Pidana 36 33 91,66

Perdata 17 16 94,11

Tabel Perkara Upaya Hukum KASASI

Jenis Perkara | Permohonan Pengiriman Persentase
KASASI Berkas KASASI

Pidana 10 7 70

Perdata 3 1 33,33

Tabel Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jenis Perkara | Permohonan Pengiriman Persentase
PK Berkas PK
Pidana 0 0 0
Perdata 5 2 40
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2.D. PRESENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK
PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA
ONLINE DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI SETELAH DIPUTUS

Berdasarkan data Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A mengenai putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
yang berjumlah 14 perkara permohonan Konsinyasi dan 4 perkara pidana.

Pengadilan Negeri Bale Bandung memiliki website dengan alamat

www.pn-balebandung.go.id yang di dalamnya terdapat akses informasi ke

dalam Sistem Informasi Perkara (SIPP), sehingga hal-hal penting terkait
perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan juga
putusan yang menarik perhatian masyarakat selalu ter-update, sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat mengakses perkara tersebut secara
langsung. Sehingga realisasi putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online adalah 100% dalam waktu 1
(satu) hari setelah diputus adalah berbanding dengan jumlah perkara yang
diputus baik perkara pidana maupun perdata. Angka pencapaiannya adalah
100% dari 100% target yang ditetapkan.

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI
MASYARAKAT DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran meningkatnya askes peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Target Realisasi Capaian

Sasaran Indikator Kinerja Utama D) D) (%)
Meningkatnya a. Persentase perkara 0 0 100
akses peradilan prodeo yang diselesaikan
bagi masyarakat b. Persentase perkara yang 0 0 100
miskin dan diselesaikan di luar
terpinggirkan gedung pengadilan

c. Persentase pencari 100 100 100

keadilan golongan tertentu
yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(POSBAKUM)
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3.A. PRESENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Berdasarkan anggaran yang ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri

Bale Bandung, tidak dianggarkan untuk perkara prodeo.

Sehingga realisasi dari perkara prodeo yang diselesaikan adalah
sebesar 0%, dengan capaian 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar
100%.

3.B. PRESENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR
GEDUNG PENGADILAN

Berdasarkan anggaran yang ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri
Bale Bandung, tidak dianggarkan untuk perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan.

Maka realisasi dari pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri
Bale Bandung Kelas 1A sebesar 0% dari 0 Perkara yang ditargetkan oleh
Badan Peradilan Umum dan capaian sebesar 100% dari 0% target yang
ditetapkan Tahun 2020.

3.C. PRESENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU
YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bale Bandung
terwujud dalam bentuk kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang
ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Lembaga yang sebelumnya telah
menandatangani MoU (Memorandun  of  Understanding) ini
mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan
di Pengadilan Negeri Bale Bandung di ruang yang telah disediakan, dengan
jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
memberikan layanan berupa:

a. Pemberian informasi hukum, konsultasi, atau advis hukum

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
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Penyediaan Informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasai bantuan hukum
atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum
cuma-cuma.
Tahun 2020 terdapat 1 (satu) lembaga yang bekerja sama dengan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang membuka layanan dari
hari Senin hingga Jumat. Lembaga tersebut adalah Lembaga Bantuan
Hukum Peradi Kab. Bandung (LBH Peradi Kab. Bandung).

Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan
layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikannya honorarium bagi
petugas POSBAKUM yang dibebankan pada DIPA Eselon | Badan
Peradilan Umum. Pada tahun anggaran 2019, anggaran yang diberikan
untuk pemberian layanan POSBAKUM ini sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga
puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Adapun kegiatan non-litigasi pada periode tahun anggaran 2020 yang
telah dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Peradi Kab. Bandung adalah

sebagai berikut:

1 | Konsultasi 340 Kegiatan
2 | Memberikan Informasi 340 Kegiatan
3 | Advis Hukum 340 Kegiatan
4 | Membuat dokumen 199 Kegiatan
Total 1.219 Kegiatan

Maka persentase pencapaian yang didapat dari pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum POSBAKUM
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sebesar 100%. Hal ini
dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari

keadilan golongan tertentu.
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4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Target Realisasi Capaian

SECETE] Indikator Kinerja Utama (%) D) D)
Meningkatnya Persentase putusan
kepatuhan perkara perdata yang 30 25,64 85,46
terhadap putusan ditindaklanjuti (dieksekusi)
pengadilan

PRESENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG
DITINDAKLANJUTI

Bahwa sehubungan dengan fungsi dan tugas Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A yaitu sebagai kawal depan (voorpost) di wilayah Jawa
Barat, dimana setiap para pihak yang berperkara untuk dapat
mempertahankan haknya membutuhkan perjuangan yang tidak ringan, oleh
karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selaku kawal depan
(voorpost) Mahkamah Agung, untuk menjaga kepastian hukum yang
berkeadilan, maka setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
dimohonkan untuk dilakukan eksekusi akan segera ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2020 jumlah permohonan eksekusi yang masuk untuk
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebanyak 39 (tiga
puluh sembilan) perkara dan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan
adalah sebanyak 10 (sepuluh) perkara (25,64%). Pencapaian persentase
putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah
perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan
jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga
pencapaian persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (diekseskusi)
adalah sebesar 85,46 % dari target sebesar 30%.
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A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) Pengadilan Negeri Bale
Bandung Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala
dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun
2020 dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin
pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Secara
umum capaian sasaran strategis pada Tahun 2020 ini menunjukkan
peningkatan yang signifikan bahkan ada indikator yang mengalami
kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Dari keempat sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2020, Persentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung
Tahun 2020 adalah sebesar 78,39%. Urutan sasaran yang memperoleh
capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai
berikut :

® Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan (100%)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (85,46%)
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
(70,43%)

® Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan
Akuntabel (57,7%)

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara
umum selama Tahun 2020 pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bale
Bandung sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan
mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
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Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan
berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum,
dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih
dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan kebijakan,
permasalahan sumber daya manusia, permasalahan dalam fungsi

pengawasan, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang

B. SARAN-SARAN

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas 1A, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya
sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun
berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara
keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan
civil society sebagai bahan integral dari pengadilan. Upaya koordinasi dan
kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara
keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan
aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang
berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai
kalangan masyarakat pencari keadilan.

Selain itu kami juga menyarankan agar sumber daya manusia di
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang hanya terdiri dari 1 orang
Ketua, 1 Orang Wakil Ketua, 19 orang Hakim, 60 orang Pegawai Negeri
Sipil, agar dapat ditambah supaya capaian kinerja Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas 1A semakin baik.

Secara umum dapat disimpulan bahwa 15 (lima belas) poin sasaran
strategis Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan

Negeri Bale Bandung Kelas 1A.
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A.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah tersusun sesuai

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 dengan

susunan personalia per 1 Januari 2020 sebagai berikut:

No | Nama | Jabatan
1 | HJ. TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H. Ketua
2 | ACHMAD SATIBI, SH., MH Wakil Ketua
3 | ASTEA BIDARSARI, SH.,MH. Hakim
4. | ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. Hakim
5 | WIYONO, S.H. Hakim
6 | IKA LUSIANA RIYANTI, S.H. Hakim
7 | BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H. Hakim
8 | HERU DINARTO, S.H.,M.H. Hakim
9 | DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H. Hakim
10 | FIRZA ANDRIANSYAH, SH. Hakim
11 | DAME PARULIAN PANDIANGAN, S.H. Hakim
12 | DR. ABDUL AZIZ, SH., M.Hum Hakim
13 | RADEN ZAENAL ARIEF, SH, MH Hakim
14 | KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H. Hakim
15 | ASMUDI, SH., MH. Hakim
16 | RIYANTI DESIWATI, SH., MH. Hakim
17 | ERYUSMAN, SH Hakim
18 | SUWANDI, S.H., M.H. Hakim
19 | NURHAYATI NASUTION, SH., MH. Hakim
20 | IDI'IL AMIN, S.H., M.H. Hakim
21 | KUSMAN, SH., MH. Hakim
22 | RUDITA SETYA HERMAWAN, SH., M.H. Hakim

LKJiP Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun
2020

39




23 | ERVEN LANGGENG KASEH, SH., MH. Hakim

24 | SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H. Hakim

25 | DENRY PURNAMA, SH.,MH. Panitera

26 | NANA RUSMANA, SH. Sekretaris

27 | ENANG SUPARMAN, SH.,MH. Panmud Perdata
28 | DWI PARAWIRAWAN, SH., MH. Panmud Pidana
29 | DR. NANDANG SUNANDAR, SH., MH. Panmud Hukum
30 | MAMOK ANDRI SENUBEKTI, S.Kom., M.Kom. Kasubag PTIP
31 | YENNY IMELDA BUTAR BUTAR, SE. Kasubag Kepegawaian
32 | MOHAMAD FAHMI FIRDAUS, SH. Kasubag Umum Dan Keuangan
33 | OSMAR SINAGA, SH Panitera Pengganti
34 | DEDY YUDIAWAN, SH Panitera Pengganti
35 | DARMAWAN SAPUTRA, SH Panitera Pengganti
36 | MOHAMAD ADE KUSUMA, S.H. Panitera Pengganti
37 | WATI SUSILOWATI, SH Panitera Pengganti
38 | DESVRIYANTI, SH Panitera Pengganti
39 | ANI SUPRIANI, SH Panitera Pengganti
40 | ENUNG NURAENI, SPsi. SH Panitera Pengganti
41 | HANDAYANI SOEKANA, SH Panitera Pengganti
42 | ASEP MUHARAM, SH Panitera Pengganti
43 | IMAS NIA DANIATI, S.H. Panitera Pengganti
44 | LINA MARLINA, SH Panitera Pengganti
45 | BUDI PERMANA, SH Panitera Pengganti
46 | PUPUT YANI HERYANI, SH Panitera Pengganti
47 | RIYANI WARTININGSIH, SH Panitera Pengganti
48 | RAHAYU APRILIYANTI, SH. Panitera Pengganti
49 | WIWIN WIDARMI Panitera Pengganti
50 | WURYANI RETNANINGSIH Panitera Pengganti
51 | MUHSONI Panitera Pengganti
52 | YENI PRIHATI NUR RIANI, SmHk Panitera Pengganti
53 | MUHAMMAD AL ATTA, SH. Panitera Pengganti
54 | ANISA NARESTASARI, SH. Panitera Pengganti
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55 | BAMBANG SETIA PUTRA, SH. Panitera Pengganti
56 | IWAN BUDI SOFYAN, SH. Panitera Pengganti
57 | MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, SH., MH. Panitera Pengganti
58 | AZAKKI L FAHMI, SH., MH Panitera Pengganti
59 | M ANDI RAHARDYAN YASIN, SH., MH. Panitera Pengganti
60 | APRI MINONDO, SH Panitera Pengganti
61 | ASEP SOPIAN Juru Sita

62 | AMAN Juru Sita

63 | BUDI SOPYAN Juru Sita

64 | PANDAPOTAN SINAGA Juru Sita

65 | SYAFRUDDIN, SE. Juru Sita

66 | ZENAL MUTTAKIN, SH., MH Juru Sita

67 | HERNA ZUBIR, SH Juru Sita Pengganti
68 | REMLY ELISABETH, SE., SH Juru Sita Pengganti
69 | YATI SURYATI Juru Sita Pengganti
70 | SUTARNI Juru Sita Pengganti
71 | KUNDRAT Juru Sita Pengganti
72 | ATE SUPRIATNA Juru Sita Pengganti
73 | NENENG HOTIMAH Juru Sita Pengganti
74 | FAUZIAH DISTI HASANAWATI, SH Juru Sita Pengganti
75 | FUAD HIDAYAT, SH. Fungsional Umum
76 | SYARIFUDDIN, SE. Fungsional Umum
77 | CAKRA ARDI NUGRAHA, SH. Fungsional Umum
78 | EKO NURPRIYO SUSANTO, A.Md. Fungsional Umum
79 | ALDI REINALDI, ST. Fungsional Umum
80 | ALIF BRAJA DIJAYA, SH. Fungsional Umum
81 | WINI SANTI ASIH Fungsional Umum
82 | ASEP BARNAS Fungsional Umum
83 | DADANG HIDAYAT Fungsional Umum
84 | HENDRA SUMPENA Fungsional Umum
85 | SUHERMAN Fungsional Umum
86 | WAWAN MIHARNA Fungsional Umum
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Dengan demikian jumlah pegawai sebanyak 86 orang dan tenaga
honorer 11 orang sehingga secara keseluruhan berjumlah 51 orang terdiri
atas: Pejabat fungsional terdiri dari Hakim 22 orang, Panitera Muda 3 orang,
Panitera Pengganti 28 orang, Juru Sita 6 orang, Juru Sita Pengganti 7
orang.

Pejabat Struktural terdiri dari Pimpinan 2 orang (Ketua dan Wakil
Ketua), Panitera 1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala Subbagian 3 orang.

Tenaga staf 12 orang dan Honorer berjumlah 11 orang bertugas
membantu pelaksanaan administrasi di bidang Staf Kepaniteraan dan Staf

Sekretariatan, tenaga pramubakti, tenaga sopir dan tenaga keamanan.

FANMUD PERDATA

Gambar Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri
Bale Bandung Kelas 1A

B. WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BALE
BANDUNG

Adapun lokasi bangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat
di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung dengan Luas
Tanah adalah 5885 m2 dengan sertifikat Nomor : 4218/90 (Hak Guna
Pakai)
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Pada tahun 1980 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat
mendapat alokasi dana melalui APBN tahun 1980 nomor : 90/XIlI/3/1980
tanggal 18 Maret 1980 yang peruntukannya adalah pada pengadaan tanah
untuk pembangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dan pada tahun
1982 dengan menggunakan anggaran APBN pula dibangun Kantor
Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Luas Bangunan adalah 624 M2
dengan biaya seluruhnya adalah sebesar Rp. 56.893.000,- (limapuluh
enam juta delapan rates sembilan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian pada
tahun 1986, Pengadilan Negeri Bale Bandung memperluas lahan / tanah
sebesar 400 M2 yang sumber perolehannya menggunakan anggaran
APBN tahun 1985 yaitu DIP Nomor 075/XI11/3/1985 tanggal 11 Maret 1985
sebesar Rp. 75.059.000,- (tujuhpuluh lima juta limapuluh sembilan ribu
rupiah)

Pengadilan Negeri Bale Bandung terletak + 25 Km dari Kota Bandung
(sebelah selatan Kota Bandung). Letak kantor pemerintahan Kabupaten
Bandung pada awal tahun 1980 masih berada di Bale Endah, namun pada
tahun 1986 Kabupaten Bandung mengalami musibah Banjir besar dengan
meluapnya sungai Citarum yang pada saat itu mengakibatkan terendamnya
daerah Wilayah Bale Endah yang mencapai kedalaman antara 2 s/d 3
Meter, dan setelah kejadian musibah tersebut maka ibu kota Kabupaten
Bandung dipindahkan ke arah Barat yaitu ke daerah Soreang sedangkan
untuk Pengadilan Negeri tetap menempati tempat semula yaitu di Wilayah

Kecamatan Bale Endah.

Kemudian pada tahun 1997 Pengadilan Negeri Bale Bandung
memperluas bangunan gedung kantor seluar 300 m2 dengan
menggunakan anggaran biaya APBN Nomor 050/Xill/3/1996 tertanggal 30
Maret 1996

Pada saat itu Pengadilan Negeri Bale Bandung menyandang predikat

Klas II' A, namun dengan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi dan
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jumlah penduduk Kabupaten Bandung Serta banyaknya jumlah perkara
yang masuk maka Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dipercaya untuk

menyandang predikat Pengadilan Negeri Klas | B.

Pada tahun 2004, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung telah
mengajukan peningkatan Klas 1B untuk menjadi Klas 1A kepada Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Barat dengan Nomor Surat: W8.D0.PL.02.01-514 tertanggal 15 April
2004 Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menindak lanjuti
usulan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang usul peningkatan
klas pengadilan dimaksud kepada Mahkamah Agung dengan nomor surat :
W.18.DA.111-02.01-909 tertanggal 26 April 2004 perihal Peningkatan Klas
1B Pengadilan Negeri Bale Bandung menjadi Klas 1A.

Usulan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut mendapat
tanggapan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah
mengusulkan pula peningkatan Klas Pengadilan Negeri Bale Bandung dari
Klas 1B menjadi Klas 1A kepada MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA di Jakarta dengan Surat Nomor : KMA/262/V11/2005
tertanggal 22 Juli 2005.

Pada tanggal 13 Mei 2009 dengan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor : 021/SEK/SK/V/2009 tentang peningkatan
kelas pada 11 (Sebelas) Pengadilan Negeri Kelas Il (Dua), menjadi Kelas
1B dan 1 (Satu) Pengadilan Negeri Kelas 1B menjadi Kelas 1A (Yaitu
Pengadilan Bale Bandung), yang wilayah hukumnya meliputi seluruh
wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat,

yang merupakan sebagian dari wilayah daerah Jawa Barat.

e ——————————————
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C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DENRY PURNAMA, SH.MH.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : HJ. TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.
Jabatan . Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

selaku atasan pihak pertama, selanutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 27 Januari 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung
e
— 3
Hj. TENRI MUSLINDA, S.H. M.H. DENRY PURNAMA, SH.MH.
NIP. 19681018 199212 2001 NIP. 19681203 198803 1001
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PERJANJIAN KINERIA

UNIT KERIA: PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Indikator Kinerja Utama
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Kegiatan Anggaran
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 15.298.852.000
Badan Urusan Administrasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 265.000.000
Mahkamah Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 282.350.000

Bandung, 27 lanuarl 2021
Ketua, :

HJ.TENRI Musuum, sHv.rul'HH
MIP. 196810181992122001
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D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA: PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

Target

Sasaran Indikator Kinerja Utama
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Bandung, 20 Januari 2020
"{’ Ketua,

Wy 3 ¥ A
\'}s,ﬂ;)l.‘tgu'nw SLINDA, SH.MH
*NIP. 196810181952122001
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E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERIA: PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Sasaran Indikator Kinerja Utama
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588

100

Bandung, 27 lapuari 2021
“ Ketua,

" HLTENRI MUSLINDA, SH.MH
NIP. 1968101815992122001
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F. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DITERIMA

KEMENTER AN
BELINKEAN R

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :
Pengadilan Negeri Bale Bandung
(400483)

Atas penyampaian Laporan Pertanggungiawaban bendahara (Soft Copy & Hard Copy)
dan Rekonsiliasi

PALING AWAL
Periode Bulan Januari 2020

> i
=,
RD ¥

Y mm;..;wg

TN
> < .

WEMERTEREAN
HELARIGAN R

Piagam Penghargaan
Diberikan Kepada :

P é}-1§a£(£.'fﬂi(‘u1.. Wégie-'lé Baﬂ? Banf[u.ng..
(4004.84)

Atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban bendahara (Soft Capy & Hard Copy)
dan Rekonsiliasi

PALING AWAL
Periode Bulan Januari 2020

o
§'_ —
L HEdig “:
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JTANGINASY
AWARD

Tonal wrllaml i bstral ’

O famaury 11

PIAGAM PENGHARGAAN
Diberikan Kepada :

P engadilan [fe gent B ele B andwng
(400483)

Atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
(Softcopy & Hardcopy) dan Rekonsiliasi

PALING AWAL
Periode Triwulanan (Februari, Maret, dan April) Tahun 2020

Pt :.‘:;?..‘\:\
Aandungi] ] Mei 2020
el chrg{[gl ke ))
5 s %
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."-;'-E‘lﬁ;a:ran o A bbb “

PIAGAM PENGHARGAAN
Diberikan Kepada :

P ﬁﬂ.?adt! af N‘ t‘?gqb B a_,! e Baﬂd“—ﬂg
(4004584)

Atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
(Softcopy & Hardcopy) dan Rekonsiliasi
PALING AWAL
Periode Triwulanan (Februari, Maret, dan April) Tahun 2020
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e
LB PIAGAM PENGHARGAAN (e tasoson
REMENTERIAN PEXDAYAGUNAAN APARATUR AEGARA
AN REFORMASI BIROKR AR

Memberikon Penghargoon Kepoda:

Pengadilan Negeri Bale Bandung

atos pamisipasingg sebogal unit keda peloyanar berpredilon
WILAYAH BEEAS DARI KORL Px1 WEK
Jokorig, 2] Desember 2020

Menter|
Pendayvagunonn Aparatur Negon
gon Reformos Biraloasi

AN N
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